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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR:  4aaz (V17 [eprn -me [ - 201

TENTANG
LJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Surat Permohonan ljin  Penyelenggaraan lembaga KURSUS DAN PELATIHAN
nomor O1/LKP-J/ 1-201 5 dari: sclaku pemilikipenvelenggara LKP © JULIANA" tangwal
28 JANUARI, serta lampiran-lampirannya.
ca. Berdasarkan hasil  penclitian  dan suryei  lokasi maka kepada
penyelenggara pendidikan tersebut dipandang memenuhi svarat sehingga
dapat diberikan 1jin scsuai aturan vang berlaku,
b. Bahwa [jin Penrvelenggaraan Peadidikan terschut dapat diberikan dalam batas-batas
ketenmtuan hukwm dan perundang-undangan vang berlaku.
o1 Undang-undang Nomor 200 Tahon 2003 tentang Sistem PendidikaNasional:
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang keterbukaan Informasi Pubhk;
3, Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2004 tentang pendanaan Pendididkan;
4. Undang-undang Momor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa
Tenggara:

L

Peraturan Pemermitah Nomor 73 Tahun 1991 tentang peran serta masvarakat dalam

Pendidikan Luar Sekolah;

i, DPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masvarakat dalam
Pendidikan Nasional:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 temtang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sehagal Dacrah Otonom:

8 Poraturan Pemcrintah Nomor 19 Tabun 20035 (eotang Standar Nasional Pendidikan;

9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan
Pendidikan Non Formal;

10, Keputusan Menten Pendidikan Nasional dan Kebudavaan Republik Indonesia Nomor ¢
0513/U/198] tentang pereturan Unmum Penjinan dan Pengawasan Masyvarakat;

I'l, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor @ 2617U/1999 tanggal 13
Oktober 1994 tentang Penyelengearan kursus.

12. Peraturan Pemerntah Republik Tndoncsia Nomor 18 tahun 2016 tentang Peranckat

Daerah . pasal 126 tambahan lembaran Neoara Repuoblik Indonesia nomor 3887







